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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap Instansi Pemerintah tentu tidak jauh dari kegiatan Akuntansi 

Pemerintah. Instansi Pemerintah tidak jauh dari lingkup politik, namun lingkup 

ekonomi tidak dapat diabaikan. Pemerintah tentu memiliki tanggungjawab terhadap 

masyarakat atas kegiatan akuntansi yang telah dilaksanakan untuk lebih 

transparansi dan dapat mempertanggungjawabkan anggaran-anggaran yang telah 

ditetapkan oleh lembaga tersebut. Akuntansi pemerintah yang digunakan yaitu 

berbasis akrual. 

Setiap Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasional tentu 

didukung dengan adanya persediaan. Persediaan ini biasanya didapatkan dengan 

cara membeli atau mendapatkan distribusi dari pusat. Instansi Pemerintah pasti 

akan melakukan pencatatan atas persediaan yang didapatkan dengan acuan yang 

ada. Instansi Pemerintah dalam hal ini menganut Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP). Perlakuan persediaan untuk pemerintah sudah ditetapkan di dalamnya. 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah kerangka acuan dalam 

penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan pemerintahan 

terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan 

Pemerintahan Daerah (LKPD). SAP semula ditetapkan pada PP RI No. 24 Tahun 

2005, lalu digantikan dengan PP RI No. 71 Tahun 2010. SAP dinyatakan dalam 

bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dilengkapi dengan 
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Pengaturan Standar Pemerintahan dan disusun berdasarkan kepada Kerangka 

Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) 

Provinsi Jawa Timur adalah Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang jasa atau 

lebih tepatnya pelayanan dalam menanggulangi meledaknya penduduk di Jawa 

Timur. Agenda yang sering dilakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur adalah 

Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan penyuluhan tentang cara mencegah 

meledaknya penduduk dengan cara suntik KB, pemakaian alat kontrasepsi, MOW, 

MOP, dan sebagainya. 

BKKBN yang masyarakat ketahui tentu tidak jauh dari Alat Kontrasepsi 

(Alkon). Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur juga mendapatkan persediaan 

alkon. Persediaan alkon ini didapatkan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan dua 

cara yaitu pengadaan barang dan transfer masuk dari BKKBN Pusat dan/atau 

BKKBN Provinsi Lain. Ketika Alkon datang maka langsung di masukkan ke dalam 

gudang, lalu akan dicatat pada buku barang masuk dan kartu persediaan. 

Permasalahan yang ada di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur ini 

adalah ketidaksesuaian penyajian dan pengungkapan pada persediaan. Perwakilan 

BKKBN Provinsi Jawa Timur memperoleh alat kontrasepsi dari BKKBN Pusat 

melalui kegiatan pengadaan barang dan transfer masuk. Menurut PSAP No. 05, 

persediaan dalam keadaan usang atau rusak tidak dapat disajikan dalam neraca serta 

harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Faktanya pada 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, persediaan alat kontrasepsi yang usang 

atau rusak disajikan dalam neraca dan tidak diungkapkan pada CaLK. Dampak dari 
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kesalahan penyajian dan pengungkapan persediaan alat kontrasepsi ini tentu akan 

menghasilkan laporan keuangan yang tidak benar, tidak valid, serta tidak sesuai 

dengan acuan yang terdapat pada SAP, khususnya PSAP No. 05. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk membandingkan apakah perlakuan akuntansi persediaan selain 

pengukuran juga terdapat ketidaksesuaian antara Perwakilan BKKBN Provinsi 

Jawa Timur dengan PSAP No.05. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengangkat topik ini untuk menjelaskan 

lebih dalam bagaimana perlakuan akuntansi atas persediaan yang benar dalam SAP 

dengan judul "PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PERSEDIAAN ALAT 

KONTRASEPSI PADA PERWAKILAN BKKBN JAWA TIMUR” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka beberapa masalah dapat 

dirumuskan: 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi persediaan alkon dalam hal 

pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian pada 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur? 

2. Apakah terdapat ketidaksesuaian antara perlakuan akuntansi persediaan 

alkon pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan perlakuan 

akuntansi persediaan pada PSAP No. 05? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian dilakukan bertujuan: 

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi persediaan alkon dalam hal 

pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian pada 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

2. Untuk mengetahui terdapat ketidaksesuaian antara perlakuan akuntansi 

persediaan alkon pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan 

perlakuan akuntansi persediaan pada PSAP No. 05. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Harapan peneliti dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat 

untuk: 

1. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Perwakilan BKKBN 

Provinsi Jawa Timur untuk memperbaiki perlakuan akuntansi yang 

telah disesuaikan dengan PSAP 05. 

2. Pembaca Lainnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pembaca yang 

sedang melakukan Tugas Akhir. 

3. STIE Perbanas 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu STIE Perbanas menjalin 

kerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur di Bidang 

Akademi.
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